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ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN INFORMASI
HOAX DI MEDIA SOSIAL
(Studi Penelitian di Polresta Medan)

Roy Immanuel”
M. Arif Sahlepi S.H, M.Hum™
Andry Syafrizal Tanjung, SH. M.Hx

Hoax adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau
mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang
pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu. penyebaran berita
sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media
cetak maupun media elektronik. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak
Pidana Penyebaran Berita Bohong (hoaks) di Media Sosial, Hambatan yang
dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penyalahgunaan Berita Bohong (hoaks) di Media Sosial, dan Bagaimana Peran
Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penyalahgunaan Informasi Berita Bohong (hoaks) di Media Sosial.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, dengan menggunakan tipe penelitian
kuantitatif, dan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai
dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Berdasarkan tinjauan lapangan dan analisis data maka penulis berkesimpulan
antara lain 1) hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong
(hoaks) di media sosial antara lain bisa dikenakan beberapa pasal antara lain
terdapat dalam pasal 311, 378, pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15. 2) hambatan
yang dihadapi polrestabes kota medan dalam menanggulangi tindak pidana
penyalahgunaan berita bohong (hoax) di media sosial antara lain yaitu faktor aparat
penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, 3) peran kepolisian polrestabes kota
medan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan informasi
beritabohong (hoaks) di media sosial adalah, melakukan sosialisasi, bekerjasama
dengan media online dan melakukan upaya refresif terhadap tindak pidana
penyebaran berita bohong (hoaks).

Kata Kunci: Peranan, Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana,
Penyalahgunaan Informasi Bohong (Hoaks), Media Sosial

*Mabhasiswa Program Studi llmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.
“*Dosen Pembimbing | & II, Program Studi lImu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28F Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah
Amandemen ke-2. Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet
bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga
mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.?

Tidak terkendali maka bisa mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan
untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan, untuk penghinaan
dan pencemaran nama baik melalui media internet, yang menjadi masalah adalah
apakah provider internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggung jawab dalam hal
terjadinya kasus.?

Saat ini di Indonesia sedang marak terjadi peristiwa penyebaran berita palsu atau
yang disebut Hoax. Peristiwa penyebaran berita hoax ini sangat meresahkan

masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa

L Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 73.
21bid, hal. 76.



tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah
mendapatkan informasi apa pun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya
Instagram, LINE, dan Whatsapp tetapi semakin mudah pula pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab dalam menyebarkan berita hoax.

Pemberitaan Hoax sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk
menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal
sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut dalah palsu, penyebaran berita
sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media
cetak maupun media elektronik.

Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang
tertentu, melainkan ditujukan kepada banyak orang (umum), sesuai dengan frasa
“menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang sifat memperdaya dari isi
berita bohong yang disebarkan menimbulkan akibat kerugian konsumen yang
melakukan transaksi elektronik, kerugian yang di maksud, tidak saja kerugian yang
dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian seperti timbulnya perasaan
cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapat kesenangan maupun
keuntungan dan lain sebagainya.?

Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang
sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme,

hoax, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat

3 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyeberCrime), PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010, hal. 171.



kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan tekhnologi informasi
dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.*

Salah satu contoh kasus Penyebaran Berita Bohong melalui media Sosial pernah
terjadi di kota Medan, yaitu pemilik akun Instgram @Medaninfo88 ditangkap oleh
satuan polisi Polresta Medan dikarenakan pelaku membuat masyarakat khususnya
Kota Medan menjadi resah dengan cara melalui penyebaran vidio tanpa konfirmasi
yang didapat si pelaku dari aplikasi sosial media WhatsApp. Motif si pelaku, ia
memosting video penjambretan di komplek Cemara yang mana video tersebut tidak
benar terjadi di tempat tersebut. la sengaja memosting video tersebut mendapat
respon oleh netizen dengan jumlah follower yang banyak, lalu ia mendapat clien yang
hendak memasang iklan. Perpostingan ia meraup uang sebesar Rp 300 ribu Rupiah,
dalam melakukan aksi penyebaran berita bohong tersebut, pelaku pemilik Instagram
menyebarkan dengan cara postingan menggunakan akun @Medaninfo88 dan
menambahkan kata-kata “Kejadian Penjambretan di Komplek Cemara Asri, Didalam
Komplek Saja Sudah Berani, Berhati-hatilah Selalu Walau Merasa Lokasi Selalu
Aman®,

Setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik kepolisian Polresta Medan,
terungkap ternyata vidio penjambretan yang disebarkan oleh pelaku tersebut bukan

terjadi di Komplek perumahan Cemara Asri, melainkan terjadi di Penang-Malaysia

4 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
hal. 40.

% Tribun Medan.com, Terungkap Motif Pemilik Akun Instagram @Medaninfo88 Sebar Berita
Bohong, diakses melalui: http://medan.tribunnews.com/2018/09/28/terungkap-motif-pemilik-akun-
instagram-medaninfo88-sebar-berita-hoax, pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 04.05 WIB.
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dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana diantaranya Undang-undang Informasi
Teknologi dan Informasi (UU ITE) pasal 28 ayat 1, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis.

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dengan
adanya berita bohong atau Hoax dapat membuat masyarakat menjadi resah
dikarenakan pemberitaan yang salah atau bohong, keresahan-keresahan masyarakat
tersebut lama-lama akan menjadi ketakutan sendiri bagi setiap masyarakat yang
mendapat kabar atau berita bohong. Disinilah perlunya peranan Kepolisian Republik
Indonesia khususnya Polresta Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan
informasi berita Bohong atau Hoax yang dilakukan melalui media Sosial. Agar
keresahan-keresahan masyarakat yang mendapatkan informasi yang salah atau
bohong dapat menjadi Ketenangan, Ketentraman, dan Kepastian dengan cara
menindak dengan tegas setiap pelaku penyebaran berita hoax dan meluruskan
pemberitaan yang salah menjadi benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan
menungkannya dalam bentuk Skripsi dengan Judul: “Peranan Kepolisian Republik
Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Informasi
Hoax Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

B. Rumusan Masalah
1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

(hoax) di Media Sosial ?



2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong (hoax) di
Media Sosial ?

3. Bagaimana Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Berita Bohong(hoax) di Media
Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, Faktor-faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana
Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Media Sosial

2. Untuk mengetahui,Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan
dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong (hoax)
di Media Sosial

3. Untuk mengetahui. Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Berita Bohong
(hoax) di Media Sosial

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program para
sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah

wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan.



3. Manfaat Praktis
Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum
dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwah penelitian
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang
dilakukan, belum ada penelitia secara spesifik mengenai Peranan Polresta Kota
Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Informasi Hoax Di
Media Sosial, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan
masalah, antara lain:
1. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Marissa
Elvia,*Tahun: 2018, Judul Skripsi “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)”. Dengan Rumusan masalah
yaitu:
1) Bagaimanakah peran kepolisan dalam penanggulangan tindak pidana
pelaku penyebar berita bohong (Hoax) ?
2) Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita
bohong (hoax) ?

Dengan Kesimpulan Skripsi yaitu:

6 Marissa Elvia, Skripsi, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar
Berita Bohong (Hoax), Universita Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui:
http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, Pada
Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.



http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

1) Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar
berita bohong (hoax), antara lain dilaksanakan berdasarkan Peran
normatif, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada peraturan
perundang-undangan, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 2
Tahun 2002, Pasal 1 KUHAP, Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE dan Peran
faktual, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada kenyataan
banyaknya pelaku penyebaran berita bohong atau hoax di masyarakat
melalui media sosial atau internet.

2) Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong
(hoax), antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas
masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya
manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, Faktor sarana dan
prasarana, yaitu belum tersedianya alat digital forensic di Polda
Lampung, sehingga masih membutuhkan koordinasi dengan Bareskrim
Mabes Polri, Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan
pemahaman masyarakat terhadap informasi, sehingga hoax atau berita
bohong gampang tersebar.

2. Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indri
llevenia Ginting, Tahun: 2018,Judul skripsi “Kepercayaan Masyarakat
Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook”, dengan Rumusan Masalah yaitu:
1) Bagaimana Bentuk Hoax yang disebarkan Melalui Media Sosial

Facebbok ?



2) Bagaimana Kepercayaan Masyarakat Kota Medan Pada Berita Di Media
Sosial Terkhususnya Berita Hoax ?

Dengan Kesimpulan Skripsi yaitu:

1) Saat ini hampir semua orang memiliki media sosial yang digunakan untuk
berkomunikasi secara instan, termasuk para informan. Bahkan mereka
juga memiliki lebih dari satu akun sosial media disetiap gadget mereka.
Selain untuk berkomunikasi, mereka juga sering melihat berbagai
berita/informasi yang ada walaupun tidak semua dari mereka yang
mempercayai setiap berita/informasi di media sosial. Empat dari enam
informan lebih mempercayai media eletronik seperti televisi dan radio
sebagai sumber berita/informasi karena dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya oleh pihak media itu.

2) Berbagai macam bentuk berita/informasi hoax ada di Facebook. Setiap
informan pernah melihat berita hoax yang tersebar di Facebook dengan
berbagai bentuk, ada yang berbentuk teks, foto ataupun video. Lima dari
enam informan pernah melihat ketiga bentuk berita/informasi hoax itu
dan bahkan terkadang juga melihat sebuah berita yang terdiri dari tiga
bentuk hoax itu yang digabungkan untuk lebih meyakinkan masyarakat
agar mempercayai dan menyebarkan berita/informasi hoax itu. Namun

para informan juga bukan orang yang mudah untuk menyebarkan



berita/informasi di akun Facebook mereka sebelum memeriksanya dan
mencari tahu kebenaran dari isi berita itu.”

3. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Ilham Panunggal
Jati Darwin, Tahun: 2018, Judul Skripsi: “Peran Kepolisian Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)” dengan
Rumusan Masalah yaitu:

1) Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana
Penyebaran Berita Bohong ?

2) Apa Faktor Penghambat Dari Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran
Berita Bohong ?

Dengan Kesimpulan Skripsi yaitu:

1) sesuai dengan sesuai dengan perananan normatif yaitu sesuai dengan
undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam penyidikan
tindak pidana ini telah sejalan dengan fungsi Kepolisian sesuai Pasal 2,
tugas sesuai pasal 14, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia berlaku pula ketentuan Khusus tentang penyidikan dalam bab
X Pasal 42 s/d 44 UU Informasi & Transaksi Elektronik, kemudian

Kepolisian juga melakukan peranan faktual nya (factual role) vyaitu

" Indri Ilevenia Ginting, Skripsi, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di
Facebook, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Sumatera Utara, 2018. Diakses Melalui:
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3367/140904171.pdf?sequence=1&isAllowed=
y, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.
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dengan menerima laporan ,mengumpulkan bukti permulaan serta
melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu Subdit 11
yang khusus menangani kasus cybercrime.

2) terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor sulit nya melakukan
penyidikan tindak pidana hoax antara lain, Faktor hukum nya sendiri
yaitu undang-undang, yaitu perundangundangan Informasi Transaksi
Elektronik yang masih belum ditegakan dengan efektif, faktor sarana atau
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu terbatas nya jumlah
serta pengetahuan dari personel dalam divisi khusus cyrbercrime, dan
peralatan yang masih belum memadai, faktor masyarakat, yakni
ketergantungan masayrakat dengan media sosial membuat masyarakat
dengan mudah menerima berita bohong setiap saat faktor Kebudayaan
yakni masyarakat memiliki kebudayaan buruk yaitu malas dalam
menyaring sebuah informasi sebelum membagikan berita tersebut.®

F. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Peranan

Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang

8 llham Penunggal Jati Darwin, Skripsi, Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Penyebaran Berita Bohong (Hoax), Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui:
http://digilib.unila.ac.id/30401/3/3.%20SKRIPS1%20FUL L %20TANPA%20BAB%20PEMBAHASA
N.pdf, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.
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saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan
kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan
sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan
tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (role accupant).
Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beben atau tugas.®

Peran Polri adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi
dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara
dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaaan yang luas
menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa
tirani. 10

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang — undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah
segala hal-ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, arti
kata Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

ketentraman, dan ketertiban umum.1?

° R. Suyoto Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karisma Publishing Group,
Tanggerang, 2009, hal. 348.

10 Raharjo Satjipto, Membangun Polisi Sipil, Kompas, Jakarta, 2014, hal. 52.

1 Anonim, Kamus Hukum Cetakan V, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal. 88.
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2. Kepolisian Republik Indonesia

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan
kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan
kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaaan yang luas menjadi
penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.
Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang
bersangkutan dinamakan “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan
pernah dikenal suatu negara “Politea”. Pada masa kejayaan ekspansionanisme
dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjamkan tangan polisi dan
kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan
terhadap rakyat pribumi untuk kepntingan pemerasan tenaga manusia, keadaan

ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan
Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan
negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya
keamanan dan Kketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta

terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi
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manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia.*?
3. Pengertian Menanggulangi

Pengertian Menanggulangi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah “Menghadapi” atau “Mengatasi”*® Contoh “Peran Kepolisian Republik
Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Narkoba di
Indoensia”.
4. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Roeslan Saleh, “perbuatan Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak
pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana”. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah “suatu
perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana
diadakan tindakan penghukuman”.4

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan
seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau

perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacam dengan hukuman. Atau

12 Budi Rizki Husin, Skripsi, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung, Universitas
Lampung, Hal. 15. Diakses
Melalui:Http://Digilib.Unila.Ac.1d/30768/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf, Pada
Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.20 Wib.

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Menanggulangi, Diakses Melalui:
https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.20 Wib.

4 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta,
2008, hal. 53.



http://digilib.unila.ac.id/30768/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi

14

menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana
Indonesia, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan
oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut
dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh Undang - undang yang diberi
sanksi berupa sanksi Pidana.”*®
5. Pengertian Penyalahgunaaninformasi Bohong (Hoax)

Pengertian Penyalahgunaan adalah Proses atau cara, perbuatan yang
menyalahgunakan, penyelewengan kekayaan yang diperolehnya®

Dalam Kamus Bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok(an) cerita bohong.
Istilah dalam Bahasa Indonesia adalah pemberitaan palsu. Pemberitaan palsu
adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk
mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa
berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling
umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan
yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda
dengan  misalnya  pertunjukan  sulap; dalam  pemberitaan  palsu,

pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu

pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.’

BErdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung,
2010, Hal 100.

16 Arti Kata, Internet, Pengertian Defenisi Penyalahgunaan, Diakses Melalui:
https://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pada Pukul
02.30 Wib.

17 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris- Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2010, hal. 300.
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Didalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-undangNomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi
Elektronik dijelaskan dalam pasal 40 ayat (2) dan (2a) menjelaskan :

Pasal 40 ayat (2)

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan

sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (2a)

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring
sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan
bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh
dunia®®

Sedangkan Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlien pengertian
media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun dengan
dasar-dasar ideologis Web 2.0 (yang merupakan platform dari evolusi media

sosial) yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari User

Generated Content.Melalui media sosial, para penggunanya dapat terhubung

18 Wikipedia, Media Sosial, diakses melalui: https:/id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial,
diakses pada tanggal 29 November 2018 pada pukul 19.25 WIB.



https://id.wikipedia.org/wiki/Blog
https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunia_virtual&action=edit&redlink=1
https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-internet.html
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dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan (links) dan sumber informasi
lainnya. Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat dibandingkan
dengan media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu media
sosial.*®
G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis
karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau
gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan
antara satu gejala dengan gejala lain.?°
2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ini
untuk mengumpulkan data-data yang dapat dihitung secara kuantitas. Terkait
dengan permasalahan penelitian ini, data - data yang ingin dipaparkan dalam

penelitian ini.

19 Maxmanroe, Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosmed,
diakses melalui: https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html,
diakses pada tanggal 29 November 2018 pada pukul 19. 28 WIB.

20Syratman-H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya IImiah Bidang
hukum, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 47.
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3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian
hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di
masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.?

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi
penelitian di Polrestabes Medan dan mendapatkan jawaban rumusan masalah
dengan melakukan:

1) Wawancara (interview) kepada orang-orang yang dianggap mampu
menjawab pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang
berfungsi sebagai informan.

5. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder.
a. Data Primer, yaitu
1) Studi langsung dilapangan yang dilakukan di Polrestabes Medan.
2) Data Penelitian dan hasil dari penelitian di lapangan (Field Research) di

Polrestabes Medan.

2L Amiruddin,H.ZainalAsikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo,
Jakarta, 2008, hal. 25
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6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mencari
kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala -
gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Analisis data
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena
penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
bukanlah berupa angka - angka melainkan berupa fakta - fakta, kasus - kasus dan
hubungan antara variable terhadapPeranan Polresta Kota Medan Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Informasi Hoax Di Media Sosial
(Studi Penelitian Di Polresta Medan). Proses analisis dilakukan dengan cermat
hingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable.??
Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan

terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara

tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan

skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB | Berisikan: Pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar

belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

Keaslian Penelitian, tinjauan kepustakaan, yang memukakan berbagai definisi,

rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan

dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari

22 pedoman Penulisan Skripsi Program Studi ilmu Hukum, UNPAB, 2018-2020. hal. 11.
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skripsi ini, metode penelitian dan terakhir dari bab ini akan diuraikan sistematika
penulisan skripsi.

BAB Il Dberisikan: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial, dalam bab ini khusus mengurai tentang
Uraian Pengaturan Hukum Tentang Tindak pidana Penyebaran berita bohong dalam
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, faktor perkembangan Teknologi
Informasi dalam Berintraksi dan faktor Hukum.

BAB 111 berisikan: Faktor-Faktor Penghambat Polrestabes Kota Medan Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong, secara khusus pada
bab ini penulis akan membahas tentang faktor Hukum, faktor Sarana atau fasilitas dan
faktor Masyarakat dan Budaya.

BAB 1V berisikan: Peran Polrestabes Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong Dalam Media Sosial Di Kota Medan. Pada
bab ini khusus membahas mengenai peran dari Polrestabes Kota medan, yang dimana
peran nya adalah Melakukan Cyber Patrol, melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat,
dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalagunaan berita bohong.

BAB V berisikan: Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB II

HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG (HOAX)DI MEDIA SOSIAL

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan
peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu
kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasi,
sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada
tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu
informasi maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komonukasi
yang sangat berkolerasi dengan sistem perdangan bebas sehingga pelaku usaha
berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakn meluas dan mendunia
demi untuk memenangkan persaingan global. Dalam konteks kehidupan berbangsa
dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyedaan informasi bagi
warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak

keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga

20
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dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan
suatu negara terhadap negara lain.?

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik, khusunya dalam hal
pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui
sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat
laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah prilaku manusia
atau masyarakat dari peradaban manusia secara global.?*

Pada masa sekarang negeri ini sedang dihebohkan oleh banyaknya informasi
tentang berita bohong (hoax) yang beredar dimana saja, hingga berakhir pada
pengungkapan jaringan saracen, yang mana menurut kepolisian adalah salah satu
jaringan terbesar penyebar berita bohong (hoax) di Indonesia. Secara harfiah, berita
bohong (hoax) sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat
seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk
seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (hoax) tersebut adalah benar
adanya.?®

Berita bohong dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai
suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu

informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong” adalah

23 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
hal. 23-26.

24 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime), PT. Raja Grafindo
Persada , Jakarta, 2014, hal. 2.

25 Theo Sembiring, Hoaks Menurut Hukum , www. Kompasiana.com, diakses pada tanggal
17 Maret 2019 pada pukul 14.54 Wib.
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suatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat
diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu.2®

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menerbitkan
keoanaran diatur dalam dua ketentua melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat dalam pasal 14 yaitu:

Ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan
bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalngan rakyat,
dihukum dengan penjata setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Ayat 2 “Barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat
meresahkan masyarakat, sedangkan dia patut dapat menyangka
bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan
penjara setinggi-tingginnya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan
perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena
kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas
memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita bohong itu
akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat kedua, merupakan perbuatan
sebagai kesengajaan akan memungkinkan, bahwa kepadanya patut menduga kalau
dari pada perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran.

Dalam melawan berita bohong dan mencegah meluasnya dampak negatif hoaks,

pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28

% Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hal. 54-60
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ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 3, undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang sekarng
telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 pasal 14 dan 15
undang-undang nomor 1 tahun 1946, pasal 311 dan 378 KUHP, serta undang-undang
nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan
beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks.

Berikut beberapa penjabaran singkat mengenai pasal-pasal di dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. pasal 311 yaitu “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu
benar , tidak membutikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan
apa yang diketahui, maka di ancam melakukan fitnah dengan pidana penjara
paling lama empat tahun”.

2. Pasal 378 yaitu “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu
atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena
penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.

3. Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan
berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran
dikalngan rakyat, dihukum dengan penjata setinggi-tingginya sepuluh tahun,

ayat 2 “barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu
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pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,
sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu
adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga
tahun.”.

4. Pasal 15 yaitu “Barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar
yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-
tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat
menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara
setinggi-tingginya dua tahun

Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan suatu kejahatan yang

konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa , harta
benda dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang
baik dilakukan dengan cara-biasa maupun demensi baru, yang terjadi di dalam negeri.
Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering
terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk
kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan,

perkosaan, penipuan, pemalsuan dll.?’

27 Basaria Panjaitan, Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional, Cet ke I, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2017, hal. 11.
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B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang
telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir
diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan
media massa. Beberapa fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari
informasi bagi masyarakat. Dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan manca
negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia
juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat
dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan
yang lainnya Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga
informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain.
Keempat, media sebagai sarana pendidikan karena tidak hanya sedikit media
memberikan banyak pesan tentang pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga
kesehatan, cara mengatasi banjir, dan lain-lain. Kelima, sebagai fungsi membujuk.
Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau
pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar

menabung di bank. Keenam, media sebagai penghibur. Media sangat kental pada
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media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, musik dan olahraga dengan
menyaksikan di televisi atau mendengarkan lewat radio.?®

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undangundang
nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. adalah hukum yang
berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi
elektronik di indonesia.Tercetusnya undang-undang ini tak lepas dari globalisasi
informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi
dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan
Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan
Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke
seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan
dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan
perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung
telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Peristiwa hukum
(rechtsfeit) adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.?°

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah di perbaharui
menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan kerugian konsumen

28 Hari Wiryawan, Dasar-dasar Hukum Media, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hal. 60-
61.

2 Donald Albert Rumokoy, Pengantar llmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2014, hal.127.
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transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan dimuat dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 27 ayat (3) yaitu “ setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak
mendestribusikan dan/atau muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik

2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) yaitu ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektornik.”, dan ayat (2)
yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras
dan antar golongan (sara)

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal

28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) . Tindak pidana Informasi
dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

a. Kesalahan dengan sengaja

b. Melawan hukum tanpa hak

c. Perbuatan menyebarkan

d. Objeknya adalah berita bohong dan menyesatkan

e. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam tranksaksi

internet
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Sedangkan unsur-unsur pidana dalam ayat (2) dalam undang-undang ini adalah:

a. Kesalahan: dengan sengaja

b. Melawan Hukum : Tanpa Hak

c. Perbuatan : Menyebarkan

d. Objek : Informasi

e. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau

kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan
(Sara).

Dalam pasal 27 ayat ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian,dan pemerasan dan/atau pengancaman
dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah), sedangkan pada ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4
(empat) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

Istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia adalah
“Tindak Pidana”, suatu istilah yang sebenar-benarnya tidak tepat, karena delik itu

dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaikan atau
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perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah strafbaar

feit, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat

dipidana. Dipakai istilah feit maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.®°

Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, kata

Teguh, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis

dan dibagikan (share) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam

menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin
dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut

Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemidanaan pada pelaku penyebar berita
bohong atau hoax tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau mem-posting
pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya
sekedar iseng mendistribusikan (forward)/ sharing.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008
Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis
Didalam pasal 16 undang-undang nomor 40 tahun 2008 mengatakan “Setiap

orang yang dengan sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang

lainberdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008

30 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Edisi Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta,
2013, hal. 47.



30

tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis dipidana penjara selama lamanya 5
tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”

Sedangkan dalam pasal 4 huruf b Undang-undang nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis mengatur tentant ketentuan sebagai berikut
“Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukan kebencian atau rasa benci
kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan”

Ketentuan pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3 yang dimaksud pada undang-undang
nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis diatur dengan
redaksi sebagai berikut:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan atau
disebarluaskan di tempat umum atau ditempat lainnya yang dapat dilihat atau
dibaca oleh orang lain

2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat
umum atau tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain.

3. Mengenakan sesuat pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di

tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Penyebaran berita bohong atau hoax di larang menurut hukum positif atau
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai
penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
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Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada pasal-pasal yang berlaku
walaupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh
karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak kepolisian
Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk
mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing
Simpul, bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh
masyarakat.

Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu
golongan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan
ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA). Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan”.
Hanya saja, kembali pada peristiva hukumnya, seringkali kecenderungan
kesengajaan menyebarkan informasi baik benar ataupun tidak dengan tujuan

menyebarkan kebencian semata.
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HAMBATAN YANG DIHADAPI POLRESTABES KOTA MEDAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BERITA
BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL

A. Faktor-faktor Penghambat yang dihadapi Polrestabes Kota Medan dalam
menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan berita bohong di Media
Sosial

1. Faktor Aparat Penegak Hukum
Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu

sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaryhi masyarakat. Heidegger

telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam
mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilhat sebagai
aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi
dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan
layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan keefesien dan keaktivitas kerja.

Hukum juga mempunyai batasan-batasan dalam bertingkah laku terhadap

pelanggarannya dikarenakan sanksi yang memaksa oleh otoriter tertinggi dalam satu

negara.®!

31 Josua Situmpul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana,
Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 32.
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Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan
perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi suatu yang tidak bisa
ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan
Komunikasi yang bekerja dengan seluruh individu atau kelompok yang memiliki
kepentingan terhadap keputusan serta organisasi dari pihak universitas berupaya
untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu alot, sebuah
undang-undang yang secara khusus membahas dan mengenai permaslahan informasi
dan transaksi elektronik di undangkan pada tanggal 21 april 2008 yang kemudian
dikenal dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
tranksaksi elektornik.?

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai
penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak pada
kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi
karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.Materi
peraturan perundang-undangan yang kita gunakan selama ini terutama yang banyak
difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, dalam proses
pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nirsosiologis) tidak
memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun

materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara rinci dan

32 Maskun, Kejahatan Siber-Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 27.
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sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri
(apalagi bagi pihak-pihak tertentu mempengaruhi kepentingannya dengan berbagai
macam kompensasi). Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk
ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara
legitimasi, kita harus akui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara
(daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun
belum kepada substantif.

Penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan peraturan perundang-
undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya yaitu
subtansi hukum, petugas, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan, Kunci
dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari
penegak hukumnya sendiri. Kerangka penegakan hukum dan implementasi
penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu
kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.
Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran
harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak3® mengatakan “dalam upaya
penanggulangan berita bohong atau Hoaxs, ada segi aparat penegak hukum adalah
terkait dengan sumber daya manusia di intansi kepolisian yang masih terbatas dalam

hal penguasaan ITE, ditingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polrestabes

33 Hasil wawancara Dengan Akbp Putu Yudha Prawira Selaku Kasat Reskrim Polrestabes
Kota Medan pada tanggal 23 Februrari 2019, pada pukul 14.00 Wib.
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Kota Medan memang sudah ada direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan
Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Krimial Khusus
(Dirreskrimsus) Polda Sumatera Utara”, beliau juga mengatakan bahwa personil
kepolisian di Polrestabes kota medan belum semuanya memiliki Satuan Khusus
cyber, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai
dimiliki oleh aparat kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka
menanggulangi (mencegah atau bertindak) pelaku penyebaran berita bohong atau
hoaks masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan
masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan
waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional.
2. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber dengan bapak3*
menjelaskan bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya
mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong sampai
kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong, khusunya Polrestabes Kota
Medan, masih memiliki keterbatasan dalam:

a. Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa selulur dan

internet
b. Belum memiliki server khusus untuk digital forensic, sebagai pendukung

kerja dibidang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

34 Hasil WawancaraDengan Akbp Putu Yudha Prawira Selaku Kasat Reskrim Polrestabes
Kota Medan pada tanggal 23 Februari 2019, pada pukul 14.00 Wib.
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3. Faktor masyarakat

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau hoax dari
segi masyarakat adalah masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan
pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran
berita bohong atau hoax, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna
media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan
terbatas saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak®® mengatakan bahwah “faktor
penghambat dari masyarakat dalam pencegahan penyebarab berita bohong adalah
mudahnya masyarakat membantu penyebaran berita bohong dengan cepat debgab
cara membagikan berita-berita yang ada melalui media sosial berupa facebook,
instagram, whatsapps dll, sehingga penyebaran menjadi masif. Hal ini menyulitkan
proses klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait (narasumber), selain itu
adanya sikap tertutup dari Narasumber (pihak terkait) khususnya narasumber
perorangan bukan kelembagaan.

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong dari segi
masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang
memadai mengenai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau
hoaks, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal

dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja.

3Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes
Kota Medan pada tanggal 4Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.
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Masyarakat saat ini masih lebih cepat mempercayai berita, dikarenakan beberapa

sebab yaitu:

a. Masyarakat atau orang cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai
dengan opini atau sikap yang dimiliki, misalnya terkait dengan
ketidaksetujuan masyarakat terhadap satu kelompok atau produk dan
kebijakan tertentu, sehingga ketika ada informasi terkait dengan hal-hal
tersebut maka masyarakat akan mudah percaya.

b. Masyarakat atau orang cendurung percaya hoaks jika informasinya sesuai
dengan opini atau sikap yang dimiliki, misalnya terkait dengan kesukaan atau
kegemaran yang berlebihan dari masyarakat terhadap suatu kelompok atau
produk dan kebijakan tertentu, sehingga ketika ada informasi terkait dengan
hal-hal tersebut maka masyarakat akan mudah percaya

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa tiga (3) faktor penghambat

diatas memiliki keterkaitan yang erat, dan tidak saling mendominasi atau sama
lainnya, karena Subtansi hukum akan dijalankan oleh aparat penegak hukum, dengan
ditopang ketersedian sarana dan prasarana penegakan hukum dan penanggulangan
tindak pidana, serta sikap penerimaan hukum oleh masyarakat, yang didasarkan
dengan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

B. Jenis-jenis Informasi Bohong (Hoaks)

Dalam penyebaran berita bohong dapat dipilah menjadi dua hal, yaitu “penyebar”

sebagai subjek dan “berita bohong” sebagai objek. Dalam dunia internet atau media

sosial tentu seseorang atau yang Kita sebut subjek tidak terlihat secara langsung.
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Sehingga seringkali kita tidak mengetahui orang dibalik identitas di internet. Pelaku
adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan
dalam hukum pidana, istilah pelaku disini digunakan dalam arti umum dan luas.
Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat, perbuatan dilakukan oleh
pelaku.36
Dalam pembahasan penelitian ini tentang penyebar berita bohong dapat kita tarik
kedalam delik-delik yang terdapat dalam KUHP maupun undangundang nomor 19
tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik. Dimana kriteria yang ada dalam konteks penyebar
berita bohong di media sosial dapat memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam
delik-delik hukum tersebut. Penyebaran dalam konteks penelitian ini dapat diartikan
sebagai pelaku, dimana dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana pelaku seperti
yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta
dalam melakukan perbuatan
b. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

3% Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2012, hal. 3-4.
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keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

perbuatan.

Berita merupakan sumber informasi yang penting dan aktual bagi masyarakat.

Oleh karena itu penyusunan berita tidak bisa lepas dari unsur unsur yang harus

dipenuhinya. Karena jika hal itu terjadi maka berita agar dianggap tidak lengkap,

mengada-ada, dan kurang terpercaya. Agar menjadi berita yang bagus maka suatu

berita harus memenuhi beberapa hal. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah

S5W+1H yang sering kita dengar saat kita membahas sebuah berita, maka keterangan

yang harus di penuhi suatu berita itu antara lain :

1.

2.

What, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi
Who, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat
dalam kejadian yang diberitakan

Why, vyaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan/latar belakang
kejadian yang diberitakan

When, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang
diberitakan terjadi

Where, yaitu berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian

How, vyaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang

diberitakan tersebut bisa terjadi.

Dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka berita tersebut lengkap secara

materinya. Informasi peristiwa yang disajikan lengkap dan saling melengkapi

sehingga pembaca seakan dibawa masuk ke peristiwa tersebut. Dikarenakan berita
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bohong dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang
sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah
banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita
yang direkayasa melalui proses perekayasa berita.?’Sebuah berita tentu memiliki
suatu informasi yang di inginkan oleh pembacanya. Dari berbagai berita dan unsur-
unsur berita yang membuat pembaca lebih tertarik pada berita tersebut. Dengan
begitu besarnya minat pembaca akan berita tersebut maka suda pasti penyebaran
berita akan semakin luas dan cepat.

Berita bohong atau yang lebih terkenal sekarang disebut “hoax” muncul dan
lebih berkembang pesat di era internet. Dalam berita bohong tidak hanya berbentuk
berita tulisan saja, namun juga menggunakan rekayasa foto atau video yang bisa
terlihat seakan akan asli dan nyata. Dalam perekayasaan itu bisa saja dengan
mengubah, menghilangkan, atau menamba suatu yang ada di dalam foto atau video
tersebut. Berita bohong (hoax) khususnya yang ada di media elektronik mempunyai
beberapa cirri yang dapat kita kenali yaitu :

1. Tidak mengikuti kaidah 5W + 1H bahkan cenderung mengabaikannya.

2. Terdapat kalimat “Kirimkan ini kesetiap orang yang ada kenal” semakin

mendesak permintaanya, makin mencurigakan pesan tersebut

3. Cermati bahasa yang terlalu berempati, begitu juga dengan penggunaan huruf

kapital yang banyak dan kumpulan tanda seru

37 Pareno Sam Abede, Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita, Papyrus, Surabaya,
2008, hal. 73.
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4. Jika pesannya terkesan ingin memberikan informasi yang sangat penting,
namun anda belum pernah mendengar sebelumnya atau membacanya di
media resmi

5. Tidak konsisten, bertentangan dengan akal sehat, dan klaim yang mecolok

6. Untuk meyakinkan agar beritanya dapat dipercaya dalam tulisan disebutkan
sumber “resmi” namun tidak ada menyebutkan nama narasumber
individu/ahli, lembaga, instansi, atau rujukan lainnya yang memiliki otoritas.

7. Tidak menggunakan bahasa baku, bila di indonesia tidak menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar

Informasi bohong (hoaks) memiliki beberapa jenis-jenis yaitu:3®

1. Fake news atau berita bohong adalah Berita yang berusaha menggantikan
berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan
ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya
menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin
aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu
berita.

2. Clicbait atau Tautan Jebakan adalah tautan yang diletakan secara strategis di
dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk kesitus lainnya.
Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan

atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.

%  Dedi Rianto Rahadi, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Perilaku Pengguna dan
Informasi Hoaks di Media Sosial, VVol. 5, Nomor 1. 2007. Hal .63.
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3. Confirmation bias atau bias informasi adalah kencenderungan untuk
menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan
yang sudah ada.

4. Misinformation adalah informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang
ditunjukan untuk menipu

5. Satire adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang
dibesar-besarkan untuk mengkomentari kejadian yang sedang hangat. Berita
satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “Saturday Night Live” dan
“This Hour has 22 Minutes”.

6. Post-truth atau pasca-kebenaran adalah kejadian di mana emosi lebih
berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.

7. Propoganda adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen,
gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi
opini publik.

C. Faktor Penyebab Munculnya Berita Bohong (Hoaks)

Berdasarkan hasil Penelitian di Polrestabes Kota medan dengan Bapak®

mengatakan bahwa penyebab munculnya berota bohong (Hoaks) karena beberapa

faktor yaitu:

39Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes
Kota Medan pada tanggal 4Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.
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1. Kemudahan bagi masayarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern
dan murah, dalam hal ini adalah penggunaan smartphone sebagai media
pencarian informasi

2. Masyarakat mudah terpenuhi oleh isu-isu yang belum jelas tanpa
memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi/berita tersebut,
sehingga langsung melakukan tindakan Share informasi yang belum jelas
kebenarannya

3. Kurangnya minat membaca, sehingga ada kecenderungan membahas berita
tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ingat atau sumber
yang tidak jelas.

Berita hoaks adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan pembuatnya sendiri. Alasan mengapa
konten hoaks tersebar luas di jejaring sosial.

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara
sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan
teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka
dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh
fantasi.

2. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial.
Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan

sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik.
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. Beberapa memang menggunakannya menyebar berita bohong demi untuk
mendapatkan lebih banyak uang dengan kerjasama dengan oknum

. Hanyauntukikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu
strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka
akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih
hidup dan lebih ramai.

. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu
ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran hoax hanya
untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan
kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik
adu domba.

. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar
maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang
memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya.
Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan
dalam kesempitan".

. Untuk menyudutkan pihak tertentu (black campaign). Keadaan ini sering
terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah
manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara

akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.



BAB IV

PERAN KEPOLISIAN POLRESTABES KOTA MEDAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANAPENYALAHGUNAAN
INFORMASI BERITABOHONG (HOAX)

DI MEDIA SOSIAL

A. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Dan Dampak

Dari Berita Bohong (Hoaks)

Berita bohong atau Hoaks sekarang ini marak tersebar di masyarakat, tersebar
melalui media cetak, media online atau media sosial. Masyarakat dengan mudah
mempercayai berita bohong dan ikut menyebarluaskan sehingga menjadi viral. Berita
bohong adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikan kebenarannya,
banyak kasus yang sebenarnya terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan

dikemas sebaik mungkin agar publik tertarik untuk membacanya.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan
kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan
kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaaan yang luas menjadi penjaga
tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa
citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan
“Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara
“Politea”. Pada masa kejayaan ekspansionanisme dan imprealisme dimana

kekuasaan pemerintah  meminjamkan  tangan polisi dan kepolisian untuk
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menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi
untuk kepntingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk
bagi kepolisian itu sendiri.*® Untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban
dalam masyarakat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia, dalam pasal 2 menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani penyebaran berita
bohong ini, hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “Bahwa
kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memlihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memlihara keamanan dalam negeri”,*

Telah diketahui bahwa kepolisian khususnya kepolisian Polrestabes Kota Medan
mempunyai peran yang strategis yakni perlindungan masyarakat, pencegahan
pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan Kketertiban masyarakat serta
penegakan hukum. Sehingga polri mengemban tanggung-jawab yang besar dan ekstra
keras dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap persoalan penyebaran berita

bohong yang sudah menjadi tantangan kepolisian, khususnya kepolisian Polrestabes

40 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 5.

41 Harian Nusa.com, Peranan Kepolisian dalam Penanganan Berita Bohong, diakses pada
https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/, pada tanggal 27
Maret pukul 03.50 Wib.
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kota Medan, karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia.
Karena penegakan hukum merupakan cara yang sangat ampuhuntuk mengungkapkan
dan menyikapi berita bohong di indonesia khususnya kopolisian Polrestabes Kota

Medan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak mengatakan “Bahwa selama ini
kegiatan yang dilaksanakan Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi
penyebaran berita bohong (Hoaks) yaitu melaksanakan kegiatan atau tindakan berupa
sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya atau dampak dari penyebarang berita
bohong (Hoaks), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga
diharapkan dari cara atau tindakan tesebut masyarakat bisa memahami dan mengerti
tentang berita bohong yang disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,
sehingga penyebaran tentang suatu berita bohong dikalangan masyarakat bisa
tertanggulangi”. Pihak Polrestabes dalam melaksanakan tindakan berupa sosialisasi

kepada masyarakat dilaksanakan rutin setiap sebulan sekali.*?

Selanjutnya bapak kepolisian juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari penyebaran berita bohong
(Hoaks) merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak Polrestabes Kota Medan
dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoaks) yang

merupakan hasil dari upaya Pre-emtif yang dimana upaya Pre-emtif ini adalah

42 Hasil WawancaraHasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum
(Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.
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“Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya
tindak pidana, dimana usaha-usaha yang dilakukan dalam hal penanggulangan
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang
baik sehingga bisa menjadi pencegah dalam diri seseorang untuk menolak seseorang
berbuat kejahatan”. Dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (niat + kesempatan
= kejahatan ), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah tertanam dalam diri seseorang
dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada

kesempatan. 43

B. Melakukan kerjasama dengan media online maupun konvensional

Selama tahun 2018 sampai dengan 2019 ini jajaran Polrestabes Kota Medan
khusunya Direktorat Kriminal Khusus menerima laporan atau menangani 1 (satu)
kasus yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan penyebaran berita bohong
(hoaks), adapun tindakan penyidik dari Direskrimsus Polrestabes Kota Medan dalam
menangani kasus penyebaran berita bohong tersebut dengan cara menjerat pelaku
tersebut dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Tranksaksi Elektronik yang berisi “Setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,
agama, ras dan antar golongan (Sara) Jo Pasal 45A ayat (2) berisi bahwa “Setiap

orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

4Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan lIptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum
(Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.
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menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama dan antar golongan (Sara)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling bnyak Rp. 1.000.000.0000 (satu Miliar
Rupiah).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Polisi mengatakan bahwa
upaya kepolisian, khususnya Polrestabes kota Medan dalam menanggulangi tindak
pidana pneyebaran berita bohong (hoaks) adalah mengacu kepada Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni polisi sebagai penyidik dan
penyelidik dari suatu tindak pidana, khususnya diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), yang berisi bahwa penyidik adalag pejabat kepolisian republik Indonesia
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang”.*

Hasil wawancara penulis dengan Bapak polisi beliau mengatakan bahwa “selama
ini stretegi Polrestabes Kota Medan untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran
berita Hoaks sudah efektif, namun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi
khususnya sektor eksternal, yaitu bekerjasama dengan pihak-pihak luar seperti media

cetak online maupun konvensional, baik dengan pemimpin atau pemilik media,

organisasi wartawan sehingga diharapkan dari cara tersebut bisa membantu

4Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan lIptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum
(Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.
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mengurangi atau menanggulangi penyebaran berita bohong dikalangan masyarakat
maupun di media sosial dan bahkan bisa membantu pihak kepolisian sendri dalam
mengklarifikasi atau pelusuran berita yang benar di masyarakat”.*®
C. Melakukan Upaya Refresif

Yang dimaksud dengan upaya refresif disni adalah upaya yang dilakukan saat
telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan
menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, penanggulangan
dengan upaya refseif ini untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya
serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka melanggar
hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga
tidak akan melakukannya karena mengingat sanksi yang berat. Pencegahan refresif
yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana
penyebaran berita bohong (Hoaks) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum
terhadap pelaku penyebar berita bohong (Hoaks).46

Membahas penanggulangan dengan cara refresif, tidak hanya menjadi tugas
kepolisian, tetapi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku dalam sistem hukum di
Indonesia, ada 5 (lima) sub-sistem yakni: Sub-sistem Kepolisian, Sub-sistem

Kejaksaan,  Sub-sistem  Kehakiman, Sub-sistem  Pemasyarakatan,  Sub-

4Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan lptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum
(Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.

4Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan lIptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum
(Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.
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sistemKepengacaraan. Kelima rangkaian inilah yang membentuk sistem peradilan
pidana di Indonesia, dalam proses ini bukan hanya ditempuh untuk bagaimana
mencegah kejahatan, namun juga bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas
kejahatan yang sudah terjadi, sehingga cara-cara yang ditempuh adalah penindakan
secara tegas terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan.

Dapat dianalisis oleh penulis, bahwa peran kepolisian khususnya Polrestabes
Kota Medan dalam memanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoaks)
harus memaksimalkan peran-peran kepolisian yang ada, yakni :

1. Peran normatif, adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat, sesuai dengan pasal 2, 4, 13, dan pasal 14 ayat (1) huruf g
Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

2. Peran edeal, adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan kedudukannya didalam suatu sistem, sesuai dengan Undang-undang
nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
khusunya pasal 1 angka (2),(4),(5).

3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial

yang terjadi secara nyata, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun
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2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 (2) dan

Pasal 45A ayat (2).

Penerapan aturan hukum juga tidak hanya bersandar pada UU No. 11 Tahun 2008
Tentang ITE, namun juga dapat menerapkan rumusan Pasal 390 KUHP mengenai
rumusan kabar bohong, sehingga memperkuat peran kepolisian dalam penanggulangan

penyebaran berita bohong (hoax).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif
dan negatif, ibarat pedang bermata dua.Pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan
peradaban manusia.Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang

menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dam negara.*’

47 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik,
Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 2.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Di Media Sosial antara lain bisa dikenakan beberapa pasal antara lain:

1)

2)

3)

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) yaitu Terdapat dalam pasal 311, 378, pasal 14 ayat (1) dan (2)
dan pasal 15.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008
yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik yaitu terdapat dalam pasal 27
ayat (3), dan 28 ayat (1).

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008
Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis yaitu terdapat dalam

pasal 4 huruf b dan Pasal 16
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2. Hambatan Yang Dihadapi Polrestabes Kota Medan Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial antara
lain yaitu:

1) Faktor Aparat Penegak Hukum
2) Faktor Sarana dan Prasarana
3) Faktor Masyarakat

3. Peran Kepolisian Polrestabes Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Penyalahgunaan Informasi Beritabohong (Hoax) Di Media Sosial
adalah:

1) Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Dan Dampak
Dari Berita Bohong (Hoaks)
2) Melakukan kerjasama dengan media online maupun konvensional
3) Melakukan Upaya Refresif
B. Saran

1. Peningkatan sarana dan prasarana khususnya untuk membantu kepolisian
dalam proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana penyebaran berita
bohong(hoax),seperti pengadaan alat digital forensic

2. Masyarakat diharapkan bisa menahan diri untuk tidak mudah
membagikan/membroadcast informasi yang belum jelas akurasi dan
kebenaran pemberitaannya. Dan juga masyarakat harus lebih hati-hati dan bisa
menjadi pengguna internet yang cerdas khususya dalam penggunaan media

sosial
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3. Memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan hoax dan gerakan
bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran,

kejujuran dan integritas.
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